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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Dari analisis keuangan yang telah dibuat maka dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Efektivitas pendapatan daerah tahun 2016 sebesar 96,05%, tahun 2017 

sebesar 94,39% dan tahun 2018 sebesar 96,38%. Dengan demikian rata-rata 

tingkat efektivitas pendapatan dari tahun 2016 sampai 2018 sebesar 95,60% 

yang berarti efektivitas pengelolaan keuangan khusus pendapatan daerah 

Kabupaten Kupang tergolong efektif tetapi kurang efisien. Namun demikian 

dilihat dari rata-rata pendapatan asli daerah hanya mencapai 78,57% yang 

artinya selama tahun 2016-2018 efektivitas PAD tergolong kurang efektif. 

Pencapaian efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya 

pendapatan daerah pada awalnya baik/efektif. Namun pada tahun 2017 

mengalami penurunan sebesar 94,39%. 

2. Efektivitas belanja Daerah Kabupaten Kupang tahun 2016 sebesar 89,79%, 

tahun 2017 sebesar 93,25%, dan tahun 2018 sebesar 93,49%. Dengan 

demikian rata-rata tingkat efektivitas belanja dari tahun 2016 sampai tahun 

2018 sebesar 92,17% yang berarti efektivitas belanja daerah Kabupaten 

Kupang tergolong efektif tetapi kurang efisien. Pemerintah daerah 

kabupaten kupang masih belum memaksimalkan pengelolaan dalam 

penggunaan sumber daya alam.  

3. Efektivitas belanja langsung Kabupaten Kupang tahun 2016 sampai 2018 

tiap tahunnya mengalami peningkatan dimana tahun 2016 yaitu sebesar 
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86,85% dalam kategori cukup efektif, tahun 2017 yaitu mengalami 

peningkatan sebesar 89,22% dalam kategori cukup efektif dan tahun 2018 

mengalami peningkatan yaitu sebesar 92,44% dalam kategori efektif. 

Penurunan dan kenaikan efektivitas anggaran belanja langsung dikarenakan 

beberapa program/kegiatan perencanaan di Kabupaten Kupang tidak 

terealisasikan semuanya. 

4. Efektivitas penerimaan pembiayaandaerah Kabupaten Kupang tahun 2016 

sebesar 99,85%, tahun 2017 sebesar 101,61%, dan tahun 2018 sebesar 

99,79%. Dengan demikian rata-rata tingkat efektivitas penerimaan 

pembiayaan daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2018 sebesar 99,43% 

yang berarti efektivitas penerimaan pembiayaan daerah kabupaten kupang 

tergolong efektif tetapi kurang efisien. Pemerintah daerah kabupaten kupang 

telah mencapai target kinerjanya dengan baik walaupun masih terjadi 

penurunan tingkat persentase pada tahun 2016 dan 2018. 

5. Efektivitas pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Kupang tahun 2016 

sebesar 100%, tahun 2017 sebesar 100%, dan tahun 2018 tidak ada 

pengeluaran pembiayaan daerah karena pada tahun 2018 terdapat defisit 

anggaran sebesar Rp 23.376.131.933,34 dan penerimaan pembiayaan 

sebesar Rp 23.376.131.933,34 artinya penerimaan pembiayaan hanya bisa 

menutup defisit anggaran belanja maupun pendapatan. Dengan demikian 

rata-rata tingkat efektivitas pengeluaran pembiayaan daerah dari tahun 2016 

sampai tahun 2017 sebesar 66,66%. Ini menunjukkan bahwa kinerja 

pembiayaan pengeluaran daerah Kabupaten kupang tahun 2016 sampai 2018 

termasuk kurang efektif tetapi pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 
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2016, 2017 dan 2018 sangat efisien karena pada tahun 2018 pemerintah 

daerah Kabupaten Kupang telah merealisasikan anggarannya secara baik. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat maka saran-saran yang di 

rekomendasikan atau disimpulkan penulis adalah : 

1. Pemerintah daerah Kabupaten Kupang perlu mempertahankan dan 

meningkatkan kinerjanya dalam merealisasikan pendapatannya agar 

capaian realisasi pendapatan daerah dapat terus meningkat dan melampaui 

target yang telah ditetapkan. 

2. Pemerintah daerah Kabupaten Kupang sebaiknya meningkatkan dan 

mempertahankan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja daerah 

secara khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara umum. 

Dengan kinerja baik maka efisiensi dan efektivitas pendapatan dan belanja 

juga akan semakin baik dari tahun ke tahun. 

3. Pemerintah daerah Kabupaten Kupang perlu meningkatkan 

efektivitasdalam pengelolaan anggaran belanja langsung ditahun-tahun 

selanjutnya, agar pencapaian kegiatan dan program ditahun selanjutnya 

sesuai yang diharapkan dan mencapai tujuan. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti 

tentang proses jalannya program kerja anggaran pendapatan dan belanja 

yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. 
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